BUPATI SUMBA TIMUR .
PROVINSI NLUISA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR ,
NOMOR ;)33 a{_.%n:jrjf?f,r_l:k ~20/122/0 [ el

TENTANG

PERGANTIAN NAMA, PERUBAHAN STATUS DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK
BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN EKECAMATAN DAN

Menimbang

Mengingat:

DESA/ KELURAHAN
O KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUMBA TIMUR

: @g.bhahwa dalam rangka memenubn kebutuhan masyarakal

terhadap pelayvanan pendidikan formal khususnya pada jenjang
pendidilkan  Taman Kanak-Kanak, Pemerintah  Kabupaten
Sumba Timur  telah membuka Taman Kanak-Kanak  di
beberapa Desa/ Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk
menyelengparakan pendidikan formal yang dilkelola Dharma

Wanita Kecamatan dan saat ini (glah dibiayai aleh poemerintah;

.bahwa untuk tertib administrasi perlu penyesuaian nama dan

alamat Taman Kanak-Kanak berdasarkan wilayah administrasi

pemerintahan kecamatan dan desaf kelurahan;

.. bahwa berdasarkan perumbanpgan sebagaimana  dimaksud

dalam huruf a dan huraf b, perlu Pergantian Nama  dan
Perubahan Status dan Alamat Taman Kanak-Kanak
Berdasarkan Wilayah Administrasi  Pemerntahan Kecamatan
dan Desa / Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur  yang

ditctapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2017,

Undang-Undang Nomor 6% Tahun 1958 tentang Pembentukan

Dacrah-daerah  Tingkal I dalam Wilayah Daerah-dacrah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tengpara Barat dan  Nusa Tenggara
Timur | Lembaran Negara Republik Indonesia  Tabun 1938
MNomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momor 1633 );



2. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara | lembaran Megara Republik Indonesia  Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4286 ); -

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 MNomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301 J;

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara | Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355 |

5, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587 | sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenlang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomaor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679 );

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentiukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah { Lembaran Nepara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3411 );



B.

WL

10.

1L,

12.

13.

Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1960  (entang
Pendidikan Dasar | Lembaran Necgara Republik  Indonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Megara Republik
ndonesia  Nomor 3412 |, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah ~ Nomor 55 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Momor 90, Tambahan Lemhbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3763 );

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tenfang

Pendidikan Luar Biasa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 199]1 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

[ndonesia Nomer 3460 ;

Berataran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan  { Lembaran Negara Republik Indanesia
Tahun 2005 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4406 ) sebagaimana teluh diubah dengan
Perpturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan .[ Lembaran  Negara
Republik  Indonesia fahun 2013 Nomor 71, Tambaban

Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

5410 J;

Peraturan  Pemerintah  Momor 38 Tahun 2007 itenlang
Pembagian  Urusan  Pemerinta han Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten | Kota | Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nepara Republik [ndonesia
MNomor 4737 ]j

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidiltan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 200%

tentane Standar Pendidikan Anale Usia Din':;Ls



14.

Peraturan  Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 fentang Pendirian Satuan

Pendidikan Anak Usia Dind.

MEMUTUSEARN :

Menetapkan

KESATLU Melalnilean Perganlian Nama,Perubahan Status  dan Alamalt
Taman Kanak-Kanak  berdasarkan Wilayah  Administrasi
Pemerintah Kecamatan dan Desaf Keharahan schagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.

KIELUA Taman Kanak-Kanak yang semula dikelola olch Dharma Wanita
dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah sehingga
gtatus kepemililkan Tamearn Kanak-Kanak tersebut berubah dar
swasta ke negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

KETIGA Penvelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanalk
sebagaimana terlampir dalam keputusan ini menjadi tanggung
jawab Pemerintab Daerah sesual ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

KEEMFAT Keputusan ini mulai berlalou pada tanggal ditetapkan dengan
letentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan
dalam penetapan .

Ditetapkan di Waingapu
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Tembusan @

1. Menteri Pendidikan Nasional 121 di Jakarta.

5. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta.

3. Gubermur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

4. Kepala Dinas Penulidikan Provinsi NTT di Kupang.

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingaput,
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